
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS - 06 PLMP/2O26

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR l TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
HASIL EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MELALUI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KAE}UPATEN KUNINGAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2024 t.r;nrang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah masih perlu adanya penyempurnaan;

b. bahwa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia melalui Direlrtorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah telah dibahas oleh DPRD bersama
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Keputusan Pimpinan DPRD lGbupaten Kuningan tentang
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hasil
Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tenteng Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O26 Nomor
l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7is3);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7Oa3l;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan l,embaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penl,usunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
61971

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas
Tenaga Listrik (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);



Memperhatikan:

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tent-ang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

I l.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undalgan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Kuningan Takun 2024
Nomor 1);

l4.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor I Tahun 2O25 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor
$;

1. Surat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor :

9OO.1.13.1 /2468/Keuda tanggal 8 Mei 2O26, Perihal
Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

2. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kuningan tanggal 22 Mei 2026;
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MEMUTUSI(AN:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR I
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH HASIL EVALUASI KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA MELALUI DIREKTORAT
JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Hasil Evaluasi Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Hasil Evaluasi Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah dimaksud Diktum
KESATU, telah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah
Kabupaten Kuningan dengan penyesuaian dan perbaikan
sebagaimana dokumen terlampir.

Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Kuningan,
untuk dijadikan bahan Penetapan Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa
Barat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 22 Mei 2026

RAH KAI}UPATEN KUNINGAN

NATSIR SAWk_,

KEEMPAT


